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Abstract 

This document contains the original English-language version and a Bahasa Indonesian translation of CNA's case 
study examining a 2021 incident in which the Indonesian Maritime Security Agency intercepted a PRC research 
vessel for suspected unauthorized oceanographic research in the Sunda Strait in Indonesian waters with its AIS de-
activated. 
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Dokumen ini berisi versi asli bahasa Inggris serta terjemahan bahasa Indonesia dari studi kasus CNA yang 
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Introduction 

In recent years, persons, vessels, and corporations based in or tied to the People’s Republic of 

China (PRC) have reportedly engaged in illicit maritime activities around the globe. The 

reported illicit maritime activities of PRC actors are often at odds with Beijing’s rhetoric 

expressing support for international maritime laws (including the United Nations Convention 

on the Law of the Sea, or UNCLOS), rules, and norms. Unless it is addressed, this gap between 

Beijing’s rhetoric and the behavior of PRC actors has the potential to undermine the global 

system of international laws, norms, and conventions that govern the maritime domain. 

To examine possible contradictions between the PRC’s official rhetoric and the illicit 

transnational maritime activities reportedly carried out by PRC-based actors, CNA examined 

15 cases in which PRC actors have been accused of illegal behavior in the maritime domain 

between 2018 and 2021. For each case, we examined the following: 

• The alleged illegal PRC activity and the types of PRC actors involved

• PRC official policies and narratives about that type of activity (e.g., illegal, unregulated,

and unreported (IUU) fishing or human trafficking)

• International, local, and PRC laws, policies, and norms at risk of subversion by the

alleged activity

• PRC officials’ and media responses to these incidents

This document contains the original English-language version and a Bahasa Indonesian 

translation of CNA's case study examining a 2021 incident in which the Indonesian Maritime 

Security Agency intercepted a PRC research vessel for suspected unauthorized oceanographic 

research in the Sunda Strait in Indonesian waters with its AIS de-activated.  
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Pengantar 

Dalam beberapa tahun terakhir, orang, kapal, dan perusahaan yang berbasis di atau terkait 

dengan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dilaporkan terlibat dalam aktivitas maritim terlarang 

di seluruh dunia. Aktivitas maritim terlarang yang dilaporkan mengenai pelaku RRT ini sering 

kali bertentangan dengan retorika Beijing yang menyatakan dukungannya terhadap hukum 

maritim internasional (termasuk Konvensi PBB mengenai Hukum Laut atau dikenal sebagai 

United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS), peraturan, serta norma 

maritim internasional. Jika tidak diatasi, kesenjangan antara retorika Beijing dan perilaku 

pelaku RRT berpotensi merusak sistem global hukum internasional, norma, dan konvensi yang 

mengatur wilayah maritim internasional. 

Untuk memeriksa kemungkinan kontradiksi antara retorika resmi RRT dengan aktivitas 

maritim transnasional terlarang yang dilaporkan dilakukan oleh pelaku berbasis RRT, CNA 

memeriksa 15 kasus di mana pelaku RRT tertuduh melakukan perilaku ilegal di wilayah 

maritim tersebut antara tahun 2018 dan 2021. Untuk tiap kasus, kami memeriksa hal berikut: 

• Dugaan aktivitas ilegal dan jenis pelaku RRT yang terlibat 

• Kebijakan dan narasi resmi RRT mengenai jenis aktivitas tersebut (cth. penangkapan 

ikan ilegal, tidak teratur, dan tidak terlapor (illegal, unregulated, and unreported, 

IUU) atau perdagangan manusia) 

• Hukum internasional, setempat, dan RRT, kebijakan serta norma terancam dilanggar 

dugaan aktivitas tersebut 

• Tanggapan pejabat dan media RRT terhadap insiden tersebut 

Dokumen ini berisi versi asli bahasa Inggris serta terjemahan bahasa Indonesia dari studi 

kasus CNA yang memeriksa insiden pada tahun 2021 di mana Badan Keamanan Maritim 

Indonesia mencegat kapal penelitian RRT yang diduga melakukan penelitian oseanografi tanpa 

izin di Selat Sunda, perairan Indonesia dengan AIS yang dinonaktifkan. 
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English: PRC research vessel operating “dark” in Indonesian 

waters  

  
Image: Indonesia's Maritime Security Agency (Baklama). 

Alleged PRC activity What the PRC says about the activity 

On January 11, 2021, Indonesian news media reported 

that the Indonesian Maritime Security Agency had 

intercepted the PRC research vessel Xiang Yang Hong 

03 in the Sunda Strait for operating in Indonesian 

waters with its AIS de-activated.    1  According to 

Indonesian and international regulations, all ships 

transiting Indonesia’s archipelagic sea lanes are 

required to have functioning AIS. 2  Indonesian 

authorities reportedly suspected the vessel was 

conducting unauthorized activities in the Sunda Strait 

while its AIS was off.3 Media reports speculated that 

the PRC vessel was gathering oceanographic 

information to inform PRC Navy submarine 

operations.4 Indonesian law requires foreign vessels to 

obtain permission to conduct oceanographic research 

in Indonesia’s EEZ or territorial waters; Indonesia’s 

foreign ministry indicated that no such permissions 

had been given to the PRC vessel.5 

• The PRC embassy in Indonesia declined to 

comment publicly on Indonesian authorities’ 

January 11 interception of the PRC vessel.6 

• PRC officials and media portray PRC vessels as 

abiding strictly by “the world’s most rigorous 

Vessel Monitoring System (VMS).” PRC media 

reporting conveyed this narrative in English and 

Indonesian.7 

• In a possible effort to deflect scrutiny from PRC 

vessels’ activities, Indonesian-language PRC 

media reports portrayed US survey ships as 

“spying” in the South China Sea.8 

• English and Indonesian-language PRC media 

reporting also sought to portray PRC research 

vessels in a positive light, highlighting their efforts 

to assist the Indonesian navy in the retrieval of its 

sunken submarine KRI Nanggala 402.9 

Laws, rules, and norms at risk 

Based on these reports, the following laws and conventions may be at risk of subversion by PRC-based actors: 

International 
Conventions 

• Safety of Life at Sea (SOLAS) Regulation V/19 paragraph 2210  

• UNCLOS, Part V11 

Indonesian Laws 
• Government Regulation No. 37 of 28 June 2002, Article 712 

•   Act No. 6 of 1996 regarding Indonesian Waters, Transit Crossing Rights13 

PRC Laws, Policy14 
• China is a ratified signatory of the International Maritime Organization (IMO) 

Convention for SOLAS, which requires active AIS on non-military vessels of 300 

gross tonnage (GT) and above.15 
 

Indonesian authorities asserted 
that the PRC research vessel Xiang 
Yang Hong 03 (left) had been 
“running dark” in Indonesian 
waters without broadcasting its 
position, as required by national 
and international law. The PRC 
vessel was escorted out of 
Indonesian waters by local 
authorities. 

 



 

 

Bahasa Indonesian: Kapal riset RRT beroperasi “gelap” di 

perairan Indonesia  

 

 
Gambar: Badan Keamanan Laut Indonesia (Bakamla). 

Dugaan aktivitas RRT Pernyataan RRT mengenai aktivitas tersebut 

Pada 11 Januari, 2021, media berita Indonesia 

melaporkan bahwa Badan Keamanan Laut Indonesia 

telah mencegat kapal riset RRT Xiang Yang Hong 03 di 

Selat Sunda karena beroperasi di perairan Indonesia 

dengan AIS yang dinonaktifkan. 1 Menurut peraturan 

Indonesia dan internasional, semua kapal yang 

melewati alur laut kepulauan Indonesia wajib 

memiliki AIS yang berfungsi. 2  Pihak berwenang 

Indonesia dilaporkan mencurigai kapal tersebut 

tengah melakukan aktivitas yang tidak diizinkan di 

Selat Sunda saat AIS dimatikan. 3  Laporan media 

berspekulasi bahwa kapal RRT tersebut tengah 

mengumpulkan informasi oseanografik guna 

memasok informasi pada operasi kapal selam 

Angkatan Laut RRT.4 Hukum Indonesia mewajibkan 

kapal asing mendapatkan izin untuk melakukan riset 

oseanografi di ZEE atau perairan teritorial Indonesia; 

kementerian luar negeri Indonesia mengindikasikan 

bahwa izin tersebut belum diberikan kepada kapal 

RRT.5 

• Kedutaan RRT di Indonesia menolak 

berkomentar secara terbuka mengenai 

pencegatan dari pihak berwenang Indonesia 

terhadap kapal RRT pada tanggal 11 Januari.6 

• Pejabat dan media RRT menggambarkan bahwa 

kapal-kapal RRT ketat mematuhi “Sistem 

Pemantauan Kapal (Vessel Monitoring System, 

VMS) paling ketat sedunia.” Pemberitaan media 

RRT menyampaikan narasi ini dalam bahasa 

Inggris dan Indonesia.7 

• Dalam upaya yang mungkin bertujuan untuk 

mengalihkan perhatian dari aktivitas kapal-kapal 

RRT, laporan media RRT berbahasa Indonesia 

menggambarkan kapal survei AS sebagai “mata-

mata” di Laut Tiongkok Selatan.8 

• Pemberitaan media RRT berbahasa Inggris dan 

Indonesia juga berusaha menggambarkan kapal-

kapal riset RRT secara positif, menyoroti 

upayanya untuk membantu angkatan laut 

Indonesia dalam pengambilan kapal selam KRI 

Nanggala 402 yang karam.9 

 

 

 

 

 

 

Pihak berwenang Indonesia 
menegaskan bahwa kapal riset RRT 
Xiang Yang Hong 03 (kiri) telah 
“beroperasi gelap” di perairan 
Indonesia tanpa menyiarkan 
posisinya, sebagaimana diwajibkan 
hukum nasional dan internasional. 
Kapal RRT tersebut dikawal keluar 
dari perairan Indonesia oleh pihak 
berwenang setempat. 

 



 

 

Hukum, peraturan, dan norma-norma yang terancam 

Berdasarkan laporan-laporan ini, hukum dan konvensi berikut mungkin berisiko dilanggar oleh aktor-aktor dari 
RRT: 

Konvensi 
Internasional 

• Peraturan Keselamatan Jiwa di Laut (Safety of Life at Seam, SOLAS) V/19 paragraf 

2210  

• UNCLOS, Bagian V11 

Hukum Indonesia 

• Peraturan Pemerintah No. 37 tanggal 28 Juni 2002, Artikel 712 

•   Undang-undang No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia, Hak Lintas 

Transit13 

Kebijakan 
Hukum RRT14 

• Tiongkok adalah penandatangan sah Konvensi Organisasi Maritim Internasional 
(International Maritime Organization, IMO) untuk SOLAS, yang mewajibkan AIS 

aktif pada kapal nonmiliter dengan berat 300 tonase kotor (GT) ke atas.15 
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